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KEATA PERGANTAR

Pembangunan Nasional Jangka Panjang sebsagasimana ditetapkan
dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mempunyai sasaran
utama menciptakan landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk
tumbuh dan berkembang menuju masyarakat =adil dan nakmuor

berdasarkan Pancasila dan Undang Undamng Dassr 1845.

Guna mewujudkan apa yang telah diamanatkan dalam GBHN,
Pemerintah telah berussha melakukan pembanguﬁan di Dberbagai
bidang. Pembangunan yang dilakukan dengan sadsr dan bérencana
sering Juga menimbulkan dampak negatif sebagai akibst ssmpingan
pembangunan itu sendiri. |

Salah satu kegiatan pembangunan itu adalah pada bidang
industri. Pembangunan pada bidang ini disamping menambah
pendapatan negara dan adanya penyersapan tenaga kerjs yang berarti
mengurangil pengangguran, tetapi potensiil juga untuk menimbulkan
pencemaran dan perusakan lingkungan. Oleh karena itu diperlukan
perangkat peraturan sebagai salah satu alat untuk mengarshkan,
membina dan mengawasi guna mencegsah terjadinya pencemaran.

Untuk nengetahui lebih lanjut bagaimana  pelaksanaan
~peraturan khususnya yang mengatur masalah pencemaran yang terjadi
di Koamadia Dati II Semarang beserta sanksi khususnysa sanksi
administratif, maks perlu kiranya diadakan suatu penelitian guns
lebih memperkava pengetahuan di bidang lingkungan.

Penulisan laporan ini dapat selesal, Juga atas bantuan
berbagai pihak, baik berupa dana, bimbingan dan saran. Untuk
itulah kami ucapkan terima Kasih yvang sebesar-besarnya kepada
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ABSTRAKSI

5alah satu kegiatan pembangunan adalah pebangunan di bidang
_industri. Pembangunan pada bidang ini selain mnendatangkan
'keuntungan bagi pendapsatan negsara, pada sisi yvang lain membawa
pengaruh negatif vyang merugikaﬁ lingkungan, yaitu adanya
pencemaran yvang diaskibatksan pembuangan limbah industri yvang tidak
memeperhatikan aspek lingkungan.

UIntuk wmencegah atau menanggulangi masﬁlah tersebut, maka
perlu adanya sarsana. Salah satu sarana.teréebut adalah hukum.
Sarana ini diharspksn mampu berfungsi melakukan perlindungan
akibat pembangunan terhadsp lingkungan hidup .melalui gifatnya
sebagal sarana pemaksa. Dalam penegakan hukum salah satu sarana
vang digunakan adalah sarana administratif dengan ancaman sanksi
administratif.

Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang yang dijadikan obyek
dalam penelitian ini didapatkan kenyataan, bahwa sanksi
admistratif mampu untuk mengatasi adanys pelanggaran vang:
dilakukan oleh perusahaan industri dalam hal pencemaran limbah
industri. Dengan demikian adanya sanksi administratif yang sesuai
dengan peraturan pelsksananya mampu untuk mengurangl pencemaran

lingkungan di wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang.



SUMMHARY

Development industrial sector which profitablé to the
government 1is a part of our national develpment. In the other
side 1ts have a negative impact to the enviroment. The result of
waste considered to enviroment is make sagreat polution to it self.

To prevent that problem, some instruments needed, include
the instruments of law, those can be use as a coercivement
instruments.

Adminstrative 1law is one of those instruments which to
enforce the enviromental law by his spesific sganction
administrative sanction.

The Municipality of Semarangd as _research .area via the
goverment gave administrative sanction to several manufacturig
industry. After this sanction, they tried to improve their
treatment plan,

80 the administrative sanction which all procedurs can reduce
environmehtal impact in the Municipality of S5emarang ares,

espicialy the impact of waste water.
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BAB I
PENDARBUILUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL _

Parnicagila sebagéi dagar falsafsh negara merupakan kesatuan
vang bulat dan utuh,yang memberikan kevakinan kepada rakyat dan
hangsa Indonesia, bahwa kebahagizsan hidup akan tercapal Jika
didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan,baik dalam hidup
manusia sebagail pribadi dalam hubungannya manusia dengan manusia,
dalam hubungannya manusia dengan alam, hubungan manusias  dengan
Tuhan Yang Maha Esa,

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara ditetapkan bahwa
pembangunan tidak hanva mengejar kemakmuran lahiriah atay
kepussan ‘hathiniah gaia, akan tetapi jugsa keselmbangasn antara
keduanya. 0leh karena 1itn penggunasn sumber dava alam  harus
seimbang dengan kegselarasan dan keserasian lingkungan hidup.

Secara lebih rinci dalam Bab IV Pola Umum Pelita ¥elima
GRHR 18988 - 14983 terdapat bherbagal ketentuan mengenai birdang
lingkungsan hidup yvang antaranya adalah sebagai berihkut
1. Pencemaran Lingkungan Hidup

Calah satu akibat sampingan dari  kegiatan pembangunzan di
berbagai sektor dan daerah adalah dihasilkannva ITimbabh vang
memakin banvak, baik Jjumiah msupun jenisnya. Limbah  tersebut
telah menimbulksn pencemarzn vang merusak fungsi  lingkungan
hidup, terutama di daerah vang padat pendudoknyva. Lingkungan
hidup yang mengalami pencemaran yang cukup berat adalah
sungai-sungai, danau dan perairan pesisir di daerah perkotaan
dan daerah industri vang padat. Di bebgrapa daerah tingkat
pencemaran limbah rumah tangga, pertisida, logam berat, dan
lain lain =zemalkin nyata. Di samping itu pembangunan yvang pesat
juga telah menimbulkan dampak vang kurang menguntungkan bagi
mutuy lingkungan sosial ( Hardjasoemantri.ll, 1988 : b4 3.

2. Pengendalian Pencemsran dan Peningkatan Mutu Lingkungan Hidup
Dewasa ini, limbah pembsngunan vang paling banvak menimbulkan
PERCENaran linghkungan adalsah limbah industri, Timbal
permukinan dan  kota. limbah kendarazan bermotor, Timbah

nertanian  dan  pariwisata. Akibabnya, linghungan hidup  yang



paling tercewar adalsh perairan sungsil, danaw dan pesisir,
udara, dan tanah.
Untuk mengurangi tingkat pencemaran lingkungan, maka yang
pertama kall harys dilakuokan adalah meningkatkan efisiensi
., pengolahan bahan dalam setiap kegiatan pembangunan dan
mengembanglkan teknologi daur ulang dalam kegiatan
tersebut, sehingga limbah vyang tejadi semakin berkurang.
Kemudian perlu dikembangkan pula industri-industri hilir  yang
menggunakan  limbah dari industri hulunya sebagail bahasn  baku.
Di samping itu, akan dikembanghkan juga pengaturan nilai ambang
hbatas limbah maksimum vang masih boleh dibuang ke dalam untuk
dicerna limbah-limbab tersebut. Hal ini akan ditetapkan dan
dilaksanakan secars kongekuaen.
Pengendalian pencemaran  yvang digebabkan oleh indoustri  dan
pertambangan perlnu ditingkatkan lagil (Hardjasoemantri
1,1991:73-74).

Dengan demikian dapat dikemukaskan bahwa pembangunan
hermaksnd  untulk meningkatkan kualitas manugia  Indonesia  baik
fisgik, maupun non fisik. Adanya pembanguan tentunya akan merubah
lingkungan. Perubahan lingkungan tentunya akan menimbulkan dampak

dalam hal ini; dapat berupa dampak pogitif maupun dampak negabtif.

Manugia dengan akalnya, kearvifannva, kemajuan ilmn pengetshuan

serta  teknologinva ingin =selalu mengsadakan perubahan-perubsahan.
Maksud perubshan itu agar lingkungan hidup tidak saja mamou
mendukung perikehidupan tetapi juga dapat meningkatkan
kesejahteraan manusia, sesuail dengan tujuan akhir Pembangunan
Hasional vang menginginkan masyarakat adil dan ma Kmur
berdasarkan Pancaslla.

Pertitik folak dari tujuan Pembangunan Nagional ferscbut
di atss, maka terdapat beberaps hal yang perlu diperhatikan,
malah  eatunva  asdalah pembangunan yang menghendakl kezelurusan
dengan  alam zekitarnva. Dengan perkataan lain setiap aktivitas
pembangunan  dibarapkan ecenantiasa mempertimbangkan  dawpak  yang
Eimbul tertiadap lingkungan. Dalam Repelita kelima, hal-hal
tergebut  sedini mangkin telah diantisipasi keadaan-keadaan vyang
timbul sebagail  skibat  pembangunan  tersebut, baik terhadap

Tingkungan alam, sasisal maupun budaya.

!
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Dalam pengolahan dan pengelolaan sumber dayd alam dan
lingkungan dinyatakan babhws kegiatan-kegiatan pembangunan dapat
mempengaruhi struktur dasar ekosisbem melalui dua cara ¢+ yaitu
eksploitasi sumber daya alam yvang merusak keseimbangan antarsas
komponen~komponen ekogistem; selanjutnya kegiatan pemﬁangunan
memberikan wmuatan  heban pencemaran yang menimbulkan perusalksan
bagi herfungainva proges-proses alami dalam e2kogisten. KXerusakan
struktur dasar dalam ekosistem vang demikian merupakan danggusan

Lerhadap tuinan pohkol dari setiap pembangunan.

Apabila pada wmulanya kita mengenal suatuy  tahap “manusia
dikuvassl  alawm”, makas tahapan berikutnya adalah  "manusia wmalal
mengusal  alan” dengan bobtas-batasnya secara  tradisional, vaitu

dengan ditemukannva teknologi modern,pertambahan  pendudok  vang
digertal dengan kebutuhan hidup vang meningkat, pola hubungsan
Ltergsebul lebih jauh bergeser ke arah tindakan eksploibtagi ekonomi
secars besar-begaran terhadap alam linghungan. Lingkungan alam
aemesta dipandang semabta-wats hanya untuk pemenuhan dan pemuas
kebutuhan manusia, Perkembangan pola hubungan vang demikian,
dapat ditujukan pada pola hubungan manusia dengan alam pada
masyarakat primitif, tradisional dan modern. Perubahan konsep
vang demikian, akan bherpengarah terhadap gistem pengelolaan
lingkuangan vang harus dilakukan{ vang paedsa akhirnya akan membawa
pengaruh  terhadap sarana penunjangnya valtu Hukum Lingkungan di
Tndonesia.

Dengan demikian dirasakan perlu adanva pengaturan yang
menuat tentang perubahan konsep penguasaan dan pemanfaatan alam
yvang dikehendaki sehinggs mampu menunjang pembangunan berwawasan
lingkungan dengan orientasi ke masa depan, kKarena pembangunan
pada dagarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup
manusia, Juga mempunyai dampak yvang dapat menimbulkan resiko-
reaiko kervusakan pada  kemampuan dan fungsi o sumber  alam  dan
resilo-regiko bersebut dapat berupa
1. Rusaknve berbagai siztem pendukung perikehidupan vang vital

bagi manusia baik cistem biofisik maupun sosial;
2. Munculnya  bahaya-bahaya baru akibal cipltaan manugia, seperti
hahan berbahaya dan beracun serta hasil-hasil bioteknologi;

3. Pengalihan beban resiko kepada generasi berikutnya atau kepadsa



sektor atzu kepada daerah lain, dan
4. Dirasakan kurang berfungsinys sistem organisasi sosial dalam
. masyarakat. |
Regiko-resike ini terutama wmerupakan hasil interaksi dari tiga
faktor utama, yaitu
4, Pertambahan penduduk,
b. Pertumbuban produksil untuk memenuhi kebutuhan penduduk,
¢. Lembaga~lembaga masyarakat termasuk teknalogi yvang berkembang

antuk meningkatkan produksi  (Soemartono, 19491 :70).

Dalam laporan Konggres Perserikstan Bangsa Bangsa ke-7
wengenal The Prevention of Crime and The Treatmeni of Offenders,
dinyvatakan bahwa kejahatan lingkungan (ecology/enviromental

crimes) 1tu

1. Mengganggu kualitas lingkungan hidup (iminged on the quality
of 1ife )
2. Mengganggu kesejahteraan materiil selurvh masyarakat (impinget

on the maretial well-being of entire societies) dan

3. Mempunyai pengaruh negarif terhadap usaha-usaha pembangunan
bangsa (had a negative impact on the development efforts of
nation 3 Nawawi Arief, 1991 :1).

Di  dalam hubungan ini, Indonesia sebagai salah satu negara
anggota  FRB  wmenyadari sepenuhnya akan manfaat pelaksanaan

" pembangunan  berwawasan lingkungan. Dengan demikian terjadinya
hemerasotan dava duakung lingkungan, askhirnya menyadarkan manusisa
akan perbuatannya selama  ini. Manusia mulai berpikir untik
melindungi dsn menyelamatkan lingkungan hidupnya., Agar uszaha
‘tersehut dapat terselenggars rteratur, pasti dan berjalan tertib,
maka pengaturan dengan  hokum  dipandang  sebagal  galah satu
alternatif vang tepabt. Salah gatu sebabnyva, hokown dilengkapd
dengan =zanksi, yvang jika perln dapat dipergunakan untuk memaksa
kehendaknva., Dengan dus fungsinys, ysitn gsebagai Social confrol
vl socinl cmfircering  Jdilarvaplkan Foaboram Mg Mgt b o
pemanPastan alan secara berbanggung Jawab oleh manusia.

Sejalan  dengan rumassn dioatas, telah ditelapkan Undang-
andang No. 4 Tahun 1832 Lentang Retentuan-ketentuan Pokok

Pengelolaan Lingkungan Hidap ( UULH ) wvang ditetapkan tanggel 11



Haret 1982, vang wmeletaskan dasar hnkum bagi  pembangunan  yang
bervawasan lirigkungan. Undang-undang ini berfungsi sebagai
ketentuan payuang (umbrella provision) bagi peraturan perundang-
undangan  lingkuangan hidup yang sudah ada maupun bagi pengaturan
lebih lanjut. Dengan dikeluarkannya Undang-undang ini Juga
diharapkan agar manpu secars  langsung menvelesaikan masalah
linghkungan gecara yuridia.

Ada 3 instrumen utama untuk penegakan hokum  linghkungan,

vaity

1. Ingtrumen administratifl
2. Instrumen pervdatsa
3. Instrumen pidans

Prioritas pemakaian ingtrumen tersebut tidaklah berdasarkan
urulb-uruban vang tersebut di atas. Instrumen hulum administratifl
dapat diterapkan lebih dahulu deripada kedua insgtrumen yang lain.
Inatrumen perdata mempunyail arti jika tidak cukup bukti—bukti
untul  menerapkan insltrumen hokom pidana, maka instrumen perdatsa
vang dipergunakan. Karena sehagaimana diketahui hukum pembuktian
dalam perkara pidang lebih ketst dibanding dengan hukum perdata.
Antara l1ain dalam hukum pidana diperlukan pembuktian berdasarkan
Lebonaran wahberiil, ﬁedangkan dalam hukum perdata cukup dendan
bahenarnn formil ¢ Hamzab, 1981 :93).

Selasnjutnya  instrumen bumkum pidans sangat berkaitan dengan
inastrumen administratif. Dalawm pendirian suaty perusahaan  {dalam
hal ini indastri), vang wengeluarkan izin ialah Pemerintabh Daerah
dan Departemen Perindustrian, Dengan demikian werekalah yang
seharusnya lebih dahulu mengetahul jika terjadi pelanggaran izin
atau tidak adanva izin sama seksli. Kerjasama antara aparatur
Pemerintah Daerah (Pemda) den Departemen Perindustrian di  @atu
pihak dan polisi di lain pihak perlu ditingkatksn terutams dalawn
nenentuan  kapan  snato pelanggarvan dapat diatasi cukup  dengan
.iNﬂtrnmen adminiatratif dan kapan diperlukan pemakaian  instrumen
mknm  pidana atan hahkan kapan suatu kasus diperlukan penerapan

leodun-duanyva sekaligus  Hameah, 19381 010 ).

Pelangguran dalam hukum lingkungsn bilassnya dibedakan antara

vang  wasih dapat diperbaiki atan dikembalikan ke keadsan  memula

dan  vyang  tidak dspat dipsrbaiki atauy dikembalikan ke Lkeardasn



sownta, Kemudian dibedabkan apakah pelanggsran ity sifatnva serius
atankah  kurang serivg, Artinya spakah dampak bahavanve onbup
heorat  bagi linghungan ataukah Rurang berarti dampaknvas  terhadsap
linghungan. '

Jika snstn pelanggaran lingkungan masih dapat diperbaiki
atan dikembalikan ke keadsasn semula, wmaks tekanan psda pemalkainan
inetrumen administrstif  lebih  kuat daripada ingtrumen hukuwn
pidans, walaupun wisalnys pelanggaran jitu cukup seriug.

i dalam Undang-undang No. 4 tabun 1982 tentsang Ketentuan-
hetentuan  Polkok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak ada yang
mengatur  secars eksplisit mengenai instrumen administratif  atan
sanksl  administratif. HMHenurot Siti Sundari Rangkuti dalam  UULH
mencakup  aspek Administratif ( Pasal 7 ayat (2), Pasal 15 dan
Pa=mal 168 3, aspek hkeperdataan (Pasal 20 dan 21) dan aspek
kupidana@n fPasal 223, vang kesemuaanya' membaws  sanksi  hukum
(Rangkuti 111, 1991 @ 73, _

FPasaul 7 ayabt (2) wengatur wengenai izin usaha, Pasal 15
mengatur  mengenai  balku mutu lingkangan dan Pasal 16 mengatur
mengensl analisis mengenai dampak lingkungan. Ketiga pasal ini
yvang nantinya akan menjadi dasar dari apa yang akan penulis bahas
pada  bagian pembahasan, Karena ketiga pasal tersebot menvanghkut
mazalsh  sanksi administratif sebagail salah gatu upava penegakan
i lzam Vingkungan di  Indonesia dewasa ini. Karena mennrnt
Yoeanadi Hardiasoemantri, bahwa penegakan hukum tidak thanva
melalnd  proses  di penpadilan saja, tetapi  dalam pelabsanaan
penegakan hukum dapabt pnla melalul berbagal jalur dengan berbhagal
sanksinva, sepertl sanksi sdministratif, sanksi perdata, dan
sanksi pidana (HardjaSoemantri IT, 1992 @ 11 ).

Dalam  pembahasan  selanjutnya dilengkapl Juga peratnran
pelaksanag lalnnya, bailk peratnran tingkat pusat wmaupun pervsbnran
doorah setempal - khasusnys  di Kotawadia Daerah  Tinghat 11

Segri il
. Permagsalaban Dan Ruang Linghup

Bari nraisn delam latar belakang di atas, maka yang  menisdd

cormncalahan dalow penulisan int adalah
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1. Bagalmansa paelaksanaan ‘sanksi  administratif vang telah
Jdilakokan wleht Pemerintabh Kotamadisa Daerah Tingk=at 1T
Semarang . Sejaubh mana sanksi  administratif vang telah
dilakganaksn tersebul dapat mempengaruhi penegakan halkum
lingkungan .

Z. Hambalban - hambatan apa vang dihadapi oleh Pemerintal
Kotamadia Dacrab Tingkal 171 Semarang dalam palaksanaan
sunksi  adwinistratif  dan bagaimﬁnakah Jalan keluar uwntuk
wenihadap b hoawbolan -hambatsn terasebal, .

Nadam paenhahssan ini afar dapsat memenuhi sasaran, maks

prembahasan  dilakukan dengan cara deskriptif analitis, Lerhacdap

ada Ridaknys pemberian sanksi administratil pada asabia industrs

yvang telah melakukan pencemaran di  wilayah Kotamadia Daerah
Tingkat Il Semarang. Pemberian sankel ini dalam rangksa upaya

penegakan hukuwm lingkungan, apakah pemberian sanksi administratif
sudah cukup efektif ,vang dalam hal ini dapat melibatkan pilhalk
Pemerintah Kotamadia Daerah Tingkat I

Semarang, RKanwil Perindustrian Fropinsi Daerah Tingkat 1  Jaws
Tengah, BEPHMD Propinsi Daersh Tingkat T Jawas Tengah dan  BAPPEDA
Foltamadias Daerah Tingkat 11 Semarang, yang baik secara langsung
mavnun bidak  langsung terlibat dalam proses pewberian  sanksi

administratlf.

C. Tujuan Nan Kegunaan Penelit ian

Untuk mengetahni pelaksanasan pemberian sanksi adwinistratifl
yang dilakukan Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadia Semarang
dan  Instansi  lain vang terkait dalam proses pemberian  sanksi
serba  pengawasan  terhadap upays preventif dan  upava repregif
dalam ranglsa penegskan bhukum  lingkungan echagainans Vang
dikeliendaki  dalam  HULH, Sebiinggs dapat  dilihat  «eberaps  iaoh
beelehtitfan  sanksl  administratif vang dijatuhkan  kepada  pihak
ewha Lmdustri dalsm rangkae apaya penegakan  hukum lingkuangan.

Roeguuasn Pepelifisn adalah

1. Decara teoribia, Kegunaaan penalilian adalab untulk
nengunglkanphan HEOnTs ohvektif dengan merrgsunakan i lmn
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penpdetbahnan yangd ada tentang kenvataan-kenvataan vang terdapat
dalam hal pengganaan sanksi adminigtratif bsik untuk mencegah
afaupun audabh  teriadi kasds pencemaran  lingkungan vang
dilaktuhkean oleh pabrik  industri  terutama vang terjadi  di

wilavah Daerah Tingkat TT Kotamadis Semarang.

7. Secars prakbtis, kegunaan penelitian ini adalah nntuk
greemhboerilkan sumbangan pemikivan kepada Aparat Pemerintah

Kotamadia Daerah Tinghat I Semarang vang terlibat  Jangsung
dalam proses pemberian sanksi administratif dalam rangka upava

penegabkan hukom linghungan .

D. Kerangka Ronseptual

LFerangka  konsoptual  adalah  keranghka vyang mengganbarkan
hubungan konsep-konsep khosuws vang merupakan kompulan dari  arti-
arti vang Berkaitan dengan  istilah vang ingin/akan diteliti
{ Seskante, 1886 :132).

Adspun pengdertian dasar dari iastilah-istilah vang digunakan

dulam penasliflan ipl adalah meliputi

Heonrubh  Ramns Dahsse Indonesia adalah, perihal (0 perbuatan,

3 e o leeanakan { Kamus Hmuam Rahasa Indonesia,
Proseoelermbnt o W Bealom kaitan  dengan nanu lisan akan
tivelengabbkan bagnimnne sankai  administratif dilsksanalan
geburat o suala usahs  delam ranghka  penegakan  hikum e kum

Tingkungal: .

Apakalt,  dengan pemberian sanksi tersebut, kemudian masyarakat

{ pihnk indastrl khusnonya ) memabuhi kaedab hokam linghkungan .

G ket Adminisbraitif adsluh hukumen yang diberikan i loar yang
Dordps prdoko atan pesdobs, dolam hal inil berupa tegoran  atay
peringatal, poncabiltan izin umabie . 31 dalam cankei

sdminisbroblly aenpunyal fungsi instrumental, vailtua  pencegahan

N penatigulongan perbuatan terlarang dan terutama dituiukan
eerlowlar el Lepeontbingan yaong odidsgs oleh  ketentuan
Fosbooan wangd o131 f Norngkuti 17, 1981 8 5.




SLimbab indlusbtet dapat didedifinisikan sehagai malteri ataug

energl  yang  bLidak bevguns lagil dalam proses atasun teknologi

vang  dipiltih.,  Karensa Limbab  industri ini beranecks macam

Jenisnya, maka dalam penelitian ini vang dimaksud adslah

Timbab industri ecair.

Dalam penegakan hukum lingkungan.

Penegakan  hukum herkaitan erat dengsn kemampuan apsratur  dan
Kepatuhan  wargs magyvaraksat  terhadsp peraturan  hukum  vang
Lerlaky, vyvang meliputi 2 bidang hulum, yvaityn administratif,
pidana dan perdata. Dengan demikian, penegakan hokuam merupakan
LHpaya untuk meticapai ketaatan  terhadap peraburan dan

persyaraban dalam kebtentuan vang secara nmum  dan individoil

berlsaku, wmelsluil  pengawasan dan  penerapan  {(ataun  ancaman)

4

SsAaralg administratil, kepidaan dan keperdataan. Dalam

penulicen inl akan disorobl upays penegakan hukum  Tingkongan

melalul garvana administrab il

i

i, ¥obamadia Daersh Tinpgkat I1 Bewarang,adalab  wenuniukan
suabu bempatb penelitian,  Bewarang merupakan suato kota
afay  wmornpakan daeral pe&usatan ponduduk dan  puzat  keglatan
vollibik, ekunomil,sosisl serta sebagail ibukola propinsi Daerab
Timahat 1 Juws Tongaeh,

Berdasarkan gudul  penelibian, wmska akan diteliti,
dipelainri SEOATR mendalamn mengenal pelaksanaan  sanksa
adminigtratif vang dijatuhkan terhadap pabrik industri sebagai
npava  penegakan  hukum lingkungan apakah sudah efektif atau

babkan zebaliknya.

Helodologi Penelitian

© Depdebaban Haosalah
Dalam membahase pernasalahan ini, penuli= melskokan
pariabatan OO yiridis normatif dan aosinlogis.

Verdebastan nermat il D takukan dengsn wampelaiari teori-teorid,

Lonaop-kensen serlia poraturan-peraturan vang Lerhubangan

vaug ahan dihsohas. Sedanglksn pendekatan empiris




Ailaknkan dengan mengdakan penelitian di lapangan. vaitu
wicr Lihat Foklta-Fakla yung ada dalam praktel mengdenal
pelaksanaan sanksi administratif pada  pabrik  industri  dan

cangawasannys i Kobtamadia Daerah Tingkat T Semarang. Oleh

karens it penellbian int bhersifat deskriptif, vaitu
penelihian Vang bertujuan unfuk menggdamharkan tavaf

silukromisasi peraturan yang ada bailk secara  vertikal waupun
STCRCETS ) hogimuntal, sehingga ditemukan adanva pertentangan-
pertentandgarn, dan  kekuvang lengkapan atan  kelebihan yang
diwmiliki nr bl zelaniutnya dapat ditiadakan Jika ada
perbetbangan, melengkapi  jika terdapat kekurangan sehingga

dalum vpaya penegalannya dapat berialan dengan baik.

2. Snmber Dats
Tumber data yang dipergoanasksn dalam  penelitian  ini

adalah

“. Data Primer, yaitu data vang diperolel =zecra langsung
dari hasil penelitisn  vang di dapat dari hasil
wawancsara langeung dari pemilik data, dalam renelitian
ini adalah Pejabat vang berwenang untuk pengawasan dan
peluaksanaan terhadap sanksl adminitratif

Lo Data Sekunder, vaitn data yang diperoleh dari  atuadi
Lepustakuan, yvang berupa Lbahan-bahan  hnkoan  primer
gseperti, Ketetapan MPR NHNO. IT Tahun 1988 tfentang
Carig - Garis Besar Haluan Hegara (0 GBHE ), Undang-
pundang No.4 Tahun 1882 Tentang Ketentuwan-ketentuan
Pokok Lirngkungan Hidup,Peraturan Femerintah ( PP ) Ho.
29 Tahun tentang Analisa Mengensi Dampak
Lingkungan dan peraturan-peraturan pelaksana lalnnya
vang erat hubungannya dengan pengaturan sanksi

adminigtratif.

3. Penentuan Populasl dan Sampel
Populasi adalab jumlal keseluruhan dari unit analisis
yang ciri-cirinya akan diduga (Masri Singarimbuw dan
Snfian Rifendi, 1888 1152 ).

Dalam penelitisn ini yang dijadikan vpopulasi adalsh
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seluruh  kasus pencemaran lingkungan yang sudah dipntus -

oleh Pengadilan Negeri Semargng baik vang berupa sankei

pidana, perdata maupun sanksi administratirt,

sedangkan  Jalam  menentukan sampel dari  populasi  vang

akan diteliti, digunakan metode pengambilan sampel vang

berupa proposional purposive sampling, yaitu dengan cara

pentiniunkan asesual  dengan  Rewenangan dan hedudukan

sampel. Dalam hal ini sampelnva adalab kasus pencemaran

yang dilakukan oleh pabrik industri vyang dikenakan

sanksi administratif. Adapun 1responden vang akan

dijadikan sampel':

a. KaKanwil Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa
Tengah _

b. Repala Biro KLH Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

c. BAPPEDA Tingkat JI Kotamadia Semarang

d. BEPHD Propinsi Daerah Tingkat I Jaws Tengah

4. Prosedur Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan cars
gsebagal berikut | _

a. Untuk mewnpernleh data sekunder, dilakukan dengan
melalul serangkaian kegiatan studi kepustakaan dengan
cara membace, mencatat dan mengutip buko-buku =serta
menelasals peraturan perundang-undangan, dokumen dan
informasi lainnya vang berhubungan dengan penelitian
yvang dilakukan.

b. Untuk mendapatkan data primer, dilakukan dengan cara
mengadakan studi  lapangan  di Kanwil Perindustrian
Propinsi Dserah Tingkat I Jawa Terngah, Kepala Biro KLH
Propingd Daerah Tingkat T Jawa Tengab, BEKPMD  Propinsi
Docrah Tingkat 1 Jawa Tengah,BAPPEDA  Tingkat 11
Kotamadia Semarang. Sedangkan metode vang dipergunakan
vntuk mewmperoleh data primer sadalah dengan CAara
wawancarsa  dengan teknilk tanva  Jjawab  vang terbuks.
Dengan  wawancara dapat digali tidak saia aps  vang
diketahai dan  dilsksanakan  sesgeorang/subyek vang

diteliti, tetapi dJuda pandangan dan pengalaman  dalam
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rraktek subyvek penelitian. Selain itu, apa vang
ditanyalan kepada informan bisa mencahkup hal-hal yang
herkaitan dengan mssa lampau, sekarang dan Juga ma=a
vang ahan datang. Pedoman wawancara yang dimaksudkan
di atas adslah dengan wawancara tak bherstruktur atau
"unstructurend interview".

Kemudian - data kualitatif vang diperaleh akan

dipergunakan nrtuk membahas  permasalahan vang

cdikemukakan di dalam penelitian ini.

Analisizs Datla

Ainaltisizs data adalah tahap yang paling penting dalam
kegiatan penelitian, karena pada tahap ini berfungsi
memberl interprestasi serta arti terhadap data vang telah
diperoleh.

Analisis datas wsecara kualitatif artinya dilakukaﬂ
dengan wmendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil
penelitian di  lapangan ke dalam Dbentuk penjelasan-—
prenjelasan, yakni troblema  yang ada dianalisis dan
dipecahkan dengan teori dan peraturan vang ada

serta dihubungkan dengan hasil penelitian vang dilakukan.

Sistemaliks Uraian

Dalam penulisgan ini dipergunakan gsistematika uraian.

disusun sebagai berikut

Bab T : Di dalam bab pendsahaluan ini dibahag uraian
tentang latar belakang penulisan, seperti
vang tertulis vaitu masalah pelaksanaan
sanksi adminigtratif terhadap pencemaran
Tingkungan vasng diakibatkan oleh  limbah
industri, dalam rangks penegakan akum
lingkungan d1 Kotamadia Daerah Tingkat 17

Semarang. Selanjutnya penulis memberikan

narajian-uraian pokok vang menyangkut
pembatasan masalab,  tujuan  yangd hendak
dicapai. metodologil agerta sistematika
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Bab
PBakh T
Bals
Daftar

I

v

uraian.

Pada - bab inid merupakan identifikasi

permasas lahan, vang akan diuvraikan

pengertian-pengertian vang berkaitan dengan

lingkungan hidup, ekosgistemn, penoewnaran
vang dilakokan oleh industreil, sarn ks
administratif dan wasalah penegakan hukum
lingkungan.

Pada bab  ini dikemukalkan hasil penelitian
fli  lapangan bagaimana pelaksanssn sanksi
administratif dalam vpaya penegakan  hukum
lingkungan. Dari hasil penelitian tersebuot
kemudian dianalisa dengan penggunaan teori
dan peraturan perundang-undangan vang

menyanghkut masalah yvang diteliti.

Pada hab  1ni penulis berusaha untuk
menarik kesimpulan dari keseluruhan uraian-
uraian vang terdapat dalam bab terdahulu.
Nan  kalauw ada jugandikemukan saran bagil
para pihﬁk vang terksit pada masalah vang

penulis kemukalkan.

Pustaksa.
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